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BI'PATI UUSI RASAS,

Menimbang : a. bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolak

ukur dan acuan bagi aparatur pemerintah daerah dalam

melakukan petayanan dasar kepada masyaralat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu menotapkan Peraturan Bupati Musi Rawas

tentang Strategi dalam Pencapaian Standar Pelayanan

Minimal bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan

Anak Korbar Kekerasan;

1. Undang-Undarg Nomor 2A Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat lI dan Kotapraja di Sumatera

Selatar (lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,

Tambalnn kmbaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undarg-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2OO9 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5083);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentalg Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(kmbararr Negara RI Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan

kmbaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O).4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara RI Tahun 2O14

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang

Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara RI Tahun 2014

Nomor 58, Tambahan t€mba.ran Negara RI Nomor 5679);

Mengingat



5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Talun 2005 tentang

Pedoman Penlrusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan l,embaran Negara RI Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Peme rintah Daerah (kmbaran Negara RI Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan t€mbaran Negara RI Nomor 4593);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor

6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusuna-n dan

Penetapan Standar Pelayalan Minimal;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor

79 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pencapaian Standa.r Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Menteri Ncga-ra Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun

2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidarg

Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan di Lingkungan Kabupaten/Kota.
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Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemorintah Kabupaten Musi Rawas;

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;

4. Standar Pelayanan Minimal bidang Layarlan Terpadu Bagi Perempuan

dan Anak Korban Kekerasan selanjutnya disingkat SPM Lridang Layanan

Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;

5, Pengembangan Kapasitas adala-h upaya meningkatkan kemampuan

sistem atau sarana dan prasataJra kelembagaan personil dan keualgan

untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka

mencapai tujuan pelayanan dasar dan SPM bidang Layanan Terpadu

Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara efektif dan efisien

dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.



BAA II
PEITYELEI{GG/IAAAIT STAXDAR PELAYATAI{ UIrI AL

P..d 2

(1) Penyelenggaraan pelayanan minimal bidang Layanan Terpadu Bagi

Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan berdasarkan SPM;

(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target pelayartan

bidang t ayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

yang meliputi jenis peLayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan

batas waktu pencapaian;

(3) Indikator dan target SPM bidang layanan Terpadu Bagi Perempuan dan

Anak Korban Kekerasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Bupati ini.

penooffe#ksrer

Pard 3

(1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang

Layanan Terpadu Bagi Perempuan darr Anak Korban Kekerasart

berdasarkan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten

dan masyarakat;

(2) Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berdasarkan SPM bidang

Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

sebagaimana dimaksud ayat (1) Eecara operasional dikoordinasikan oleh

Perangkat Daerah yang membidangi bidang layanar Terpadu Bagi

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

(3) Penyelenggaraan pelayanan bidang Layanarr Terpadu Bagi Perempuan

dan Anak Korban Kekerasan berdasarkan SPM dilakukan oleh Aparatur

Perangkat Kabupaten sesuai dengan kualifrkasi dan kompetensi yang

dibutuhkan.

BAB Tt'
PEUTXA/TTAAX

Pssd 4

(1) SPM yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencannan program

pencapaian target Pemerintah Daerah;

(2) SPM sebagairna'ra yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakar sesuai

standar teknis yang ditetapkan;

(3) Sumber pembiayaan pelaksanaan bidang Layanan Terpadu Bagi

Perempuan Darl Anak Korban Kekerasan untuk pencapaian target

sesuai SPM yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran

Pendapatan dan Belalja Negara/Bantuan Luar Negeri dan sumber

pendapatan lainnya.

BAB V
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Passl 5

(1) Perangkat Daerah ya-ng melaksanakan pelayaran di bidang Layanan

Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyampaikan

laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM;

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan

Bupati dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapal SPM'

BAB VI
PEXBIIfAAIT DAI| PEIIGAWASA.IT

Brgt I Kcratu
Pctlbtlaar

Prrd6

(1) Untuk terlaksananya SPM bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan

dan AnaI( Korban Kekerasart, Bupati dapat melakukal pembinaan;

(2) Pembinaan sebagaimana dimalsud pada ayat (1), adalah :

a. perhitunga! kebutuhan pelayanan bidang Layanan Terpadu Bagi

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

b. pen,.usunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian ta.rget

SPM;

3 c. pelayanan pengukuran kinerja;

d, pen,'usunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM

bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan.

BrEfu Kcdus
Pcngarraan

Pr.d 7

(1) Bupati melakukan pengawasatl dalam penyelenggaraan pelayaflan

bidang l,ayanan Terpadu Bagi Perempuan da{I Anak Korban Kekerasan

yang dila.kukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan SPM sesuai dengan

bidanglya;

(2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kineia pelayaqan bidang

l,ayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada

Kementerian atau l,embaga terkait.
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Pu.l t
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundongkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memcrintahkan prngundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn Musi

Rawas.

Ditetapkan di LubuklinaEau

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tenegsl l! lqntL*'i 2016

MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR...3

tangal 13 ltrt^,en 2016

DIINAB
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